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ABSTRAK 
 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam 

pembangunan ekonomi nasional, sehingga pengaturannya menuntut kepastian dan 

konsistensi norma hukum. Kriteria UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2008 Pasal 6 yang mendasarkan klasifikasi pada aset dan omzet, sedangkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35 menetapkan klasifikasi berdasarkan modal 

usaha dan hasil penjualan tahunan. penelitian ini berfokus pada analisis disharmonisasi 

norma antara kedua regulasi tersebut ditinjau melalui teori hukum berjenjang 

(stufenbautheorie) serta prinsip-prinsip tasyri’ dalam hukum Islam. 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menilai kesesuaian hierarki norma, bentuk 

pertentangan substansi, serta dampak regulasi terhadap kepastian hukum.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pengaturan kriteria UMKM antara 

UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 7 Tahun 2021 berpotensi menciptakan konflik norma 

secara vertikal karena PP memperkenalkan parameter baru yang berbeda dari norma 

undang-undang. Ditinjau dari teori hukum berjenjang, kondisi tersebut dapat melemahkan 

tertib hierarki peraturan perundang-undangan karena peraturan pelaksana seharusnya tidak 

mengubah substansi pokok yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dampak 

disharmonisasi ini mencakup kebingungan dalam klasifikasi UMKM, ketidaktepatan 

sasaran kebijakan bantuan dan pemberdayaan, ketidakseragaman implementasi program 

pemerintah, serta berkurangnya kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dalam perspektif 

prinsip-prinsip tasyri’, disharmonisasi norma bertentangan dengan tujuan syariat yang 

menghendaki keadilan, kemaslahatan umum, dan kemudahan bagi masyarakat.  

Kata Kunci:  UMKM, Disharmonisasi Regulasi, Hukum Berjenjang, prinsip-prinsip 

Tasyri’ 
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ABSTRACT 

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in 

national economic development, therefore their regulation requires legal certainty and 

normative consistency. MSME criteria are regulated under Article 6 of Law Number 20 of 

2008, which classifies MSMEs based on assets and annual turnover, while Article 35 of 

Government Regulation Number 7 of 2021 establishes classification based on business 

capital and annual sales revenue. These differences in regulatory foundations potentially 

create norm conflicts that result in legal uncertainty, both in the implementation of MSME 

empowerment policies and in determining the legal status of business actors. Therefore, 

this research focuses on analyzing the disharmony of norms between the two regulations 

through the perspective of the hierarchical theory of law (stufenbautheorie) as well as the 

principles of tasyri’ in Islamic law. 

This study is a normative juridical research employing a statutory approach 

and a conceptual approach. The research data were obtained through library research 

using primary, secondary, and tertiary legal materials, which were then analyzed 

qualitatively and descriptively to assess the conformity of the legal hierarchy, the forms of 

substantive conflict, and the regulatory impact on legal certainty. 

The findings show that the differences in MSME criteria regulation between 

Law Number 20 of 2008 and Government Regulation Number 7 of 2021 potentially create 

a vertical norm conflict because the government regulation introduces new parameters that 

differ from those stipulated in the law. From the perspective of the hierarchical theory of 

law, this condition may weaken the order of the legislative hierarchy, as implementing 

regulations should not alter the fundamental substance established by higher-level laws. 

The impacts of this disharmony include confusion in MSME classification, inaccurate 

targeting of assistance and empowerment policies, inconsistency in the implementation of 

government programs, and reduced legal certainty for business actors. From the 

perspective of the principles of tasyri’, such normative disharmony contradicts the 

objectives of Islamic law, which emphasize justice, public benefit (maslahah), and ease for 

society. 

Keywords: MSMEs, Regulatory Disharmony, Hierarchical Theory of Law, Principles of 

Tasyri’ 
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MOTTO 

“Proses berjalan dalam kehidupan Terpaksa, dipaksa, Terbiasa, Membudaya” 

Muhammad Najid Labiba 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan 

Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini 

meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba‘ B Be ب

 Ta‘ T Te ت

 Ṡa‘ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa‘ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha‘ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د 

 Żal Ż ze (dengan titik di atas) ذ 

 Ra‘ R Er ر
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 Zai Z Zet ز

 Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama  

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa‘ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa‘ Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‗ koma terbalik di atas‗ ع

 Gain G Ge غ

 Fa‘ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‗el ل

 Mim M ‗em م

 Nun N ‗en ن

 Waw W W و

 Ha‘ H Ha ه

 Hamzah ‗ Apostrof ء

 Ya‘ Y Ye ي
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B. Konsosnan Rangkap karena Syaddah   

 ٌ دةَ  Ditulis muta’addidah مُتعََدِّ

 Ditulis ’iddah عِدَّةٌ 

C. Ta‘ Marbûţah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis ḥikmah حِكْمَةٌ 

 Ditulis ’illah عِلَّةٌ 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h 

 ’Ditulis Karāmah al-Auliyā كَرَامَةُ الأْوَْلِیَاءِ 

3. Bila ta’ marbûţah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan 

ḍammah ditulis t atau h. 

D. Vokal Pendek  

1. ---- َ◌  ̄ ---- Fatḥah Ditulis a 

2. ---- َ◌_ ---- Kasrah Ditulis i 

3. ----   َ◌---- Ḍammah Ditulis u 

E.  Vokal Pnajang 

 Ditulis Zakāt al-Fiṭr زَكَاةُ الْفِطْرِ 
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1. 
Fatḥah + alif 

 إستحسان 

Ditulis 

Ditulis 

ā 

Istiḥsān 

2. 
Fatḥah + ya’ mati 

 أنثى

Ditulis 

Ditulis 

ā 

Unśā 

3. 
Kasrah + yā’ mati 

 العلواني 

Ditulis 

Ditulis 

ī 

al-‘Ālwānī 

4. 

Ḍammah + wāwu 

mati 

 علوم 

Ditulis 

 

Ditulis 

û 

 

‘Ulûm 

I. Vokal Rangkap  

1. 
Fatḥah + ya’ mati 

 غَیْرِھِمْ 

Ditulis 

Ditulis 

ai 

Gairihim 

2. 
Fatḥah + wawu mati 

 قول

Ditulis 

Ditulis 

au 

Qaul 

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis a’antum أأنتم

 Ditulis u’iddat أعدت 

 Ditulis la’in syakartum لَئنِْ شَكَرْتمُْ 

 

III.  Kata Sandang Alif +Lam 
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a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis Al-Qur’ān القرآن 

 Ditulis al-Qiyās الْقِیَاسُ 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

سَالَةُ   Ditulis ar-Risālah الرِّ

 ’Ditulis an-Nisā النسَِّاءُ 

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

أيِْ   Ditulis Ahl ar-Ra’yi أھَْلُ الرَّ

 Ditulis Ahl as-Sunnah أھَْلُ السُّنَّةِ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

1945) mengamantakan kewajiban negara untuk dapat memajukan 

kesejahteraan seluruh masyarakat dan warga negara. Didalam Undang-Undang 

Dasar 1945 terkandung konsep demokrasi ekonomi yang bertujuan pada 

pemerataan kesejahteraan bagi setiap waga negara dan seluruh rakyat 

indonesia, terkhusus terdapat pada Pasal 33 dan Pasal 34 yang menjadi dasar 

sistem ekonomi Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan 

bahwa perekonomian dirancang berdasarkan prinsip kekeluargaan dengan 

tujuan mendorong ekonomi kolektif. Dalam ayat (2) dan (3) Pasal 33 sudah 

ditegaskan bahwa sumber daya alam dan perekonomian nagara harus dikuasai 

oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat 

dan warga negara Indonesia, pemerintah mempunyai kewajiban besar dalam 

merumusakan dan merancang regulasi ekonomi nasional yang bertujuan untuk 

mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara merata bukan 

hanya untuk kepentingan individu dan kepentingan kelompok tertentu.1 

Usaha Mikro, kecil dan menengah merupakan sektor usaha yang 

memiliki peran strategis dalam perluasan kesempatan kerja serta penyediaan 

layanan ekonomi bagi masyarakat secara lebih merata. UMKM juga 

berkontribusi signifikan terhadap upaya pemerataan dan peningkatan 

 
1 Pasal 33 dan 34 



2 
 

 
 

pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta 

mendukung terwujudnya stabilitas ekonomi dan sosial, UMKM dipandang 

sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional yang perlu diberikan 

prioritas, dukungan, perlindungan dan pembinaan secara optimal.2 

UMKM sangat penting karena sebagai pilar utama dalam sektor 

perekonomian masyarakat mendorong pemerintah, baik ditingkat pusat 

maupun daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagi 

kebijakan serta program pendukung yang bertujuan guna memperkuat daya 

saing dan keberlanjutan sektor ini. Kebijakan dan program tersebut dirancang 

untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan tidak hanya 

melindungi tetapi juga memberdayakan UMKM, sehingga dapat tumbuh dan 

berkembang secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan ekonomi 

nasional, Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) memegang peran 

strategis sebagi pilar penggerak perekonomian rakyat.3 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah merupakan regulasi utama yang menegaskan kedudukan 

UMKM sebagai pilar ekonomi nasional. Undang-Undang ini mengatur prinsip 

pemberdayaan, Perlindungan dalam pengembangan UMKM secara 

menyeluruh melalui pembagian peran pemerintah Pusat dan daerah. 

 
2  Soni Gustika dan Karano Cahya Susena “Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen, Bisnis 

dan Akuntansi (sn-emba) Ke-1 Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen,” Makalah Seminar UMKM 
Sebegai Pilar Pembangunan Ekonomi Bangsa, 2022, hlm. 101.  

3 Abdul Ramadhan, “ Dampak Regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang 
Cipta Kerja Terhadap Penguatan Bisnis Pelaku Usaha Umkm (Studi Di Provinsi Dki Jakarta)”, 
(Jakarta: Universitas Nasinal, 2024), hlm. 1. 
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Kemudahan Kases pembiayaan, kemitraan serta penyediaan sarana prasarana.4 

Sebagai aturan pelaksana pemeritah kemudian mengeluarkan sejumlah 

peraturan pemerinah (PP) untuk menjabarkan ketentuan Undang-Undang 

tersebut secara operasional. Peraturan pemerintah yang awal diterbitkan 

sebagai aturan turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 antaralain 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksana Undang-

Undnag Nomor 20 Tahun 20085 yang di dalamnya mengatur mekanisme 

kordinasi pemberdayaan UMKM, pembinaan, kemitraan, serta fasilitasi 

pengembangan Usaha.  

Sebagai tindak lanjut UU Cipta kerja pemerintah kemudian menetapkan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, 

Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang didalamnya 

merevisi banyak aspek peraturan sebelumnya dan memperluas ruang dukung 

terhadap UMKM, sepert klasifikasi usaha berdasarkan modal atau omset 

terkini, penyederhanaan perizinan berbasis resiko, perlindungan hukum, 

digitalisasi UMKM, hingga afirmasi terhadap koperasi modern.6 

Hal ini sejalan dengan regulasi yang tertuang dalam Undang - Undang 

Nomor 20 Tahun 20008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah, yang 

merupakan  pernyempurna dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang 

 
4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

 5 Mara Ongku, Tesis: ” Implementasi Peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2013 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Udang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di 
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara” (Medan: Universitas Medan Area,2018), Hal. 
1. 

6 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan 
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 
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Usaha kecil. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 didalamnya 

mengklasifikasikan  UMKM kedalam tiga kategori yaitu7:  

1. Usaha mikro adalah: kegiatan ekonomi produktif yang dimiliki oleh 
perorangan dan/atau badan usaha perorangan, engan batasan kriteria 
tertentu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.  

2. Usaha kecil adalah: entitas ekonomi produktif yang berdiri sendiri, tidak 
berafiliasi dengan usaha menengah maupun besar, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, serta memenuhi persyaratan administratif dan 
operasional yang ditetapkan. 

3. Usaha menengah adalah: entitas ekonomi yang menjalankan kegiatan 
produktif secara mandiri, baik dalam bentuk perorangan maupun badan 
usaha, yang tidak memiliki keterkaitan struktural sebagai anak perusahaan, 
cabang, ataupun unit usaha dari perusahaan kecil maupun besar, baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Kualifikasi usaha menengah 
ditentukan berdasarkan batasan tertentu atas nilai kekayaan bersih (diluar 
tanah dan bangunan tempat usaha) atau total hasil penjualan tahunan 
(omzet) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Berjalannya waktu regulasi mengenai usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) tidak berhenti pada Undang- Undang No. 20 Tahun 2008. tetapi 

pemerintah memerintahkan untuk membuat peraturan pelaksana yang 

dituangkan Dalam Peraturan pemerintah No 7 Tahun 2021 memiliki fungsi 

sebagai aturan pelaksana yang mengatur tidak lanjut mengenai kebijakan 

perlindungan, kemudahan berusaha, serta pemberdayaan pelaku koperasi dan 

pelaku UMKM di Indonesia.8  

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 menetapkan kriteria UMKM 

berdasarkan modal usaha. Untuk Usaha Mikro, modal yang di persyaratkan 

adalah paling banyak Rp. 1.000.000.000,00, tidak termasuk nilai tanah dan 

 
7  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 

Pasal 6.   
8 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan 

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 35 ayat (5) 
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bangunan tempat usaha. Dengan skala paling kecil. Adapun Usaha Menengah 

ditetepakan bagi pelaku usaha memiliki modal lebih dari Rp. 5.000.000,00 

hingga Rp. 10.000.000,00, juga tenpa menghitung tanah dan bangunan. 

Penegasan batasan modal tersebut bertujuan memberikan kepastian klasifikasi 

usaha sehingga kebijakan pembinaan dan pemberdayaan dapat diarahkan 

secara tepat sesuai kepastian masing-masing kategori9 

Sistem hukum Indonesia ditandai oleh banyaknya peraturan di tingkat 

pusat dan daerah dalam hal ini walaupun mencerminkan uaya pemerintah 

mengatur berbagai aspek kehidupan namun dalam kondisi ini juga 

memunculkan disharmonisasi regulasi. Pertentangan norma aturan baik secara 

vertikan maupun horizontal terjadi karena peraturan tang tidak selaras dari segi 

substansi maupun pelaksanaannya contoh tampak terjadi pada regulasi yang 

mengatur UMKM dan Koperasi yang diatur dalam Undang - Undang lembaga 

keuangan Mikro dan Undang-Undang Koperasi, sehingga menimbulkan 

duplikasi kewenangan dalam pengawasan serta pembinaan.10  

Hierarki peraturan Perundang-undangan, mengeaskan bahwa setiap 

regulasi memiliki kedudukan yang bertingkat dalam hal ini sehingga norma 

yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. 

Konsep ini bersumber dari teori hukum berjenjang (Stufenbautheorie) yang 

dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, susunan hierarki diatur 

 
9 Yola Adikara Permata, Dwiki Adi Putra, Isabella, Amaliatulwalidain, “ Implementasi PP 

NO. 7 Tahun 2021 Dalam Mendukung UMKM di Kota Palembang ,” Jurnal Ilmu Administrasi dan 
Studi Kebijakan (JIASK), Volume 7:2 (2022), hlm. 206 

10 Zaenal Arifin dan Adhi Putra Satria, “Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan di 
Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi,” Jurnal Hukum Lex Renaissance, Volume 7:1 
(2022), hlm. 1. 
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pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang telah di perbaharui oleh Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 terkhusus pada Pasal 7 dan Pasal 8. Hierarki berfungsi pada 

menjaga konsistensi dan harmnisasi antara peraturan namun dalam realitanya 

masih di temukan disharmoniasi termasuk potensi pertentangan norma antara 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang seharusnya bersifat sebagai aturan 

pelaksana.11 

Dengan demikian keberlakuan suatu noma hukum tidak dapak 

dilepaskan dari legitimasi norma yang lebih tinggi dalam struktur tersebut. 

Dalam konteks pembentukan peraturan Perundang-undangan, prinsip hierarki 

hukum menjadi aspek yang sangat penting untuk menjaga konsistensi dan 

keselarasan antara peraturan. Setiap produk hukum yang dibentuk harus 

berlandaskan pada peraturan yang lebih tinggi agar tidak menimbulkan konflik 

norma (norm conflict) di dalam sistem hukum nasional.12 

Dalam Penilitian ini meneliti ditemukan adanya disharmonisasi serta 

pertentangan norma regulasi dalam pengaturan kriteria UMKM yang di atur 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan pemerintah No. 

7 Tahun 2021. Disharmonisasi regulasi dibidang UMKM terlihat pada 

 
11 Nyoman Nidia Sari Hayati, Sri Warjiyati dan Muwahid, “Analisis Yuridis Konsep 

Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,”Jurnal Hukum, Volume 16:1 (2021), 
hlm. 2. 

12 Wahyu Prianto, “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma 
Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Nawiasky,” Jurnal Ilmiah Sosial dan Pendidikan, Volum 2:1 
(Januari 2024), hlm. 11. 
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hubungan antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan 

Permerintah NO. 7 Tahun 2021 secara teoritis Peraturan Pemerintah sehrusnya 

bersifat delegatif dan hanya menjabarkan ketentuan teknis dari Undang-

Undang namun dalam realita ketentuan pada Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 

dan Pasal 35 PP NO. 7 Tahun 2021 justru menunjukkan pertentangan norma 

dalam pengaturan kriteria UMKM. Peraturan Pemerintah tersebut bahkan 

memperluas atau mengubah subtansi yang sudah ditetapkan dalam Undang-

Undang sehingga memunculkan persoalan serius dalam disharmonisasi 

peraturan.13 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik 

dalam pengembangan teori harmonisasi hukum, khususnya dalam kerangka 

sistem Perundang-Undangan nasional. Merupak salah satu isu krusial dalam 

sistem hukum Indonesia yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. 

Kondisi tersebut mencerminkan masih lemahnya proses harmonisasi dan 

sinkronisasi dalam pembentukan peraturan Perundang - Undangan yang 

berakibat terjadinya tumpang tinidh norma serta tidak konsistenan. Oleh karena 

itu, menjadi perhatian utama berbagai kalangan, terutama para akademisi dan 

pemerhati hukum, bertujuan untuk mewajudkan sistem hukum nasional yang 

tertib, konsisten, dan berkeadilan.14 Berdasarkan uraian diatas maka dari itu 

penilis tertarik dalam mengambil judul “Disharmonisasi Hukum Dalam 

 
13 Nanda Narendra Jaya Putra, “Problematika Regulasi Sebabkan UMKM Sulit 

Berkembang” (https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023060901290161/problem-regulasi-sebabkan-
umkm-sulit-berkembang, Diakses Pada 28 September 2025).  

14Leny Pratiwi, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum terhadap Perbedaan Pengaturan 
Barang Impor dalam Keadaan Baru ,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 25:1 (Januari 
2018), hlm. 79. 

https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023060901290161/problem-regulasi-sebabkan-umkm-sulit-berkembang
https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023060901290161/problem-regulasi-sebabkan-umkm-sulit-berkembang
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Pengaturan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Analisis Pertentangan 

Norma Antara UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 7 Tahun 2021”.    

B. Rumusan Masalah 

Dengan berlandaskan pada latar belakang tersebut, maka permasalahan 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perbedaaan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ditinjau dari teori hukum 

berjenjang (stufenbautheorie)?  

2. Bagaimana dampak pertentangan norma Undang - Undang Nomor 20 

Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 di tinjau 

dari prespektif prinsip-prinsip tasyri’? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka arah dan 

tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a) Mengetahui perbedaan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ditinjau dari teori hukum 

berjenjang (Stufenbautheorie). 
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b) Mengetahui dampak pertentangan norma Undang - Undang Nomor 20 

Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ditinjau 

prinsip-prinsip tasyri’ 

2. Kegunaan Penelitian 

Secara akademis dan praktis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut 

a) Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum 

ekonomi dan hukum tata negara, melalui analisis mengenai 

disharmonisasi dan pertentangan norma peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM). 

b) Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

pemerintah, pembuat kebijakan, dan lembaga terkait dalam 

melakukan evaluasi maupun penyempurnaan regulasi di bidang 

UMKM agar tercipta keselarasan hukum yang efektif dan tidak 

pertentangan norma. 

D. Telaah Pustaka 

Terdapat sejumlah literatur yang memiliki relevensi dengan tema 

penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai landasan konseptual maupun 

referensi pendukung dalam pelaksanaan penelitian ini. Oleh karena itu, perlu 
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dilakukan pemahaman yang mendalam mengenao perbedaan antara peneliatan 

yang dilakukan oleh penulis dengan studi-studi terdahulu. Pemahaman ini 

bertujuan untuk menunjukkan posisi dan kontribusi penelitian saat ini dalam 

memperkaya kajian yang telah ada. Adapun litertaur yang memiliki keterkaitan 

dengan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

Pertama, tesis yang ditulis oleh Husni Mubarak pada tahun 2024 

dengan judul “Pengaturan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam 

Hukum Positif Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum” Skripsi ini membahas 

mengenai peraturan perizinan usaha bagi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah 

(UMKM) di Indonesia, dengan fokus pada aspek kepastian hukum dalam 

pelaksanaan penyusunan regulasi yang mengatur izin usaha Usaha Kecil, 

Mikro dan Menengah (UMKM). 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Refsya Maulana Abdi 2024 berjudul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) di Kota Padang” mengkaji implementasi PP Nomor 29 Tahun 2021 

terkait ketentuan jarak antara ritel modern dan pusat kegiatan UMKM. 

Penelitian ini berfokus pada efektifitas perlindungan hukum bagi UMKM 

disekitar Jalan Raya Alai Timur, serta dampak keberadaan ritel modern 

terhadap keberlangsungan usaha UMKM. 

Ketiga, artikel yang di tulis oleh Dina Haryati Sukardi, Dwi Nurhman 

dan SD Fuji Lestari H dkk pada tahun 2021 dengan Judul “Optimalisasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Dalam peningkatan Perekonomian 

Daerah Melalui UMKM, dengan fokus pada analisis normatif terhadap 
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penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Kemudahan,Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Konteks peningkatan perekonomian 

daerah. 

Kempat, artikel yang ditulis oleh Nabila Apriani dan Ridwan wijayanto 

Said Pada Tahun 2022 dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap 

Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) di Indonesia”, artikel ini 

membahas mengenai upaya perlindungan hukum terhadqp Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah dalam sistem (UMKM) dari prespektif keadilan, dengan 

penekanan pada pentingnya pendaftaran hak merek sebagai bentuk 

perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah. 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Hukum Berjenjang (Stufenbautheorie) 

Teori hukum berjenjang (Stufenbautheori) atau teori hierari norma 

menjelaskan bahwa setiap norma dalam sistem hukum memiliki kedudukan 

yang bertingkat, sehingga setiap norma yang berada ditingkat yang lebih 

rendah tidak boleh Teori bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Hans 

Kelsen, melalui karyanya Reine Rechtslehre, mengambarkan bagimana sistem 

hukum sebagai suatu tatanan norma (normative order) yang saling berkaitan 

dan terususn dalam struktur tersebut pada akhirnya memperoleh legitimasi dari 
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Grundrom yaitu: norma dasar yang menjadi fondasi keberlakuan seluruh aturan 

hukum.15 

2.  Prinsip-prinsip Tasyri’ 

Tasyri’ yang berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar (verbal 

noun) dari kata kerja syara’a yang bermakna membuat syari’at (hukum). Yang 

dimaksud disini mengenai prinsip-prinsip didalam tasyri’ lebih berfokus pada 

kewenangan legislatif dalam prespektif fiqh siyasah, yang dikenal dengan al-

sulthah al-tasyri’iyyah. Kekuasaan ini merujuk pada kewenangan pemerintah 

Islam dalam menetapkan hukum, dengan prinspi bahwa penetapan hukum pada 

hakikatnya hanya milik allah. 

 Dalam struktur ketatanegaraan Islam kekuasaan legislatif merupakan 

salah satu dari tiga pilar utama selain kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-

tanfidziyyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sulthah al qadha’iyyah).16  

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan sistematis yang dilakukan untuk 

memperoleh kebenaran ilmiah dalam suatu kajian penelian. Proses ini diawali 

dengan perumusan masalah berdasarkan pemikiran yang logis dan rasional, 

yang kemudian melahirkan hipotesa awal sebagai analisis. Selanjutnya 

penelitian dikembangkan dengan mempertimbangkan hasil penelitian 

terdahulu sebagi landasan konseptual dalam memperkuar kerangka berfikir. 

 
15Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area, “Apa Itu Teori Hukum 

Stufen Bau” ( https://mh.uma.ac.id/apa-itu-teori-hukum-stufenbau/), Diakses pada 4 Oktober 2025). 
16Firdaus Muhammad Rizal, “ Kewenangan Judicial Review di Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi Prespektif Siyasah Tasyri’iyyah” (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri 
Yogyakarta, 2019).  

https://mh.uma.ac.id/apa-itu-teori-hukum-stufenbau/
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Berdasarkan landasan konseptual dan tujuan penelitian yang akan diuraikan 

sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini 

dirancang dengan mempertimbangkan kesesuaian antara objek kajian dan 

pendekatan analisis yang dijabarkan sebagai berikut17: 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah medote 

penelitian Yuridis-normatif. Metode yuridis-normatif merupan pendekatan 

Perundang-undangan (Statute Approach) yang berfokus pada pengkajian 

terhadap norma-norma hukum normatif yeng tertuang dalam peraturan 

Perundang-Undangan maupun doktrin hukum. Penelitian jenis ini dilakukan 

dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersifat kepustakaan (library 

research), sehingga seluruh data yang digunakan bersumber dari studi literatur, 

dalam penelitian berjudul “Disharmonisasi Dalam Pengaturan Kriteria 

UMKM: Analisis Pertentangan Norma Antara Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008 dan peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021”, Metode yuridis 

normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian, perbedaan 

serta potensi pertentangan norma antara kedua regulasi tersebut. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersikap deskriptif – analitis, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mengambarkan sistematis dan mendalam mengenai kriteria, 

fakta, serta fenomena hukum yang berkaitan dengan objek kajian. Melalui 

 
17Sahir Syafrida Hafni. Metodologi penelitian. Dikutip dari 

https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/16455/1/EBook%20Metodologi%20Penelit
ian%Syafrida.pdf 

https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/16455/1/EBook%20Metodologi%20Penelitian%25Syafrida.pdf
https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/16455/1/EBook%20Metodologi%20Penelitian%25Syafrida.pdf
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pendekatan ini, penelitian berupaya mnyajikan deskripsi dengan objek kajian 

melalui pendekan ini, penelitian berupaya menyajikan yang akurat mengenai 

bentuk dan pola pertentangan norma antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2008 tantang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah dengan peraturan pemerintah 

Nomor 7 Tahun 2021 tantang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan 

Koperasi dan UMKM. Sifat alitis penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan 

penelaahan secara kritis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam 

kedua peraturan tersebut, berguna untuk menemukan titik disharmonisasi dan 

menganalisis implikasi terhadap kepastian hukum dalam pengaturan kriteria 

UMKM. 

3. Sumber data 

a) Bahan hukum primer 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara 

langsung dari sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat serta 

yuridis, sehingga dapat dijadikan dasar utama dalam melakukan analisis 

terhadap permasalahan yang diteliti bahan hukum (UMKM), Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tantang Kemudahan, Perlindungan, dan 

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Undang-Undnag Cipta kerja Nomor 6 

Tahun 2023 dan Peraturan Mentri Koperasi dan UKM Nomor 4 Tahun 2023. 

Dalam penelitian ini akan mengunakan sumber data primer sebagi berikut ini: 

1) Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945. 

2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM). 
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3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tantang Kemudahan, 

Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi. 

4) Peraturan Mentri Koperasi dan UKM Nomor 4 Tahun 2023. 

b) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan Hukum Sekunder sebagai bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini memberikan informasi 

atau ha;-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan 

implementasinya, bahan berasal dari artikel ilmiah skripsi terdahulu, bahan 

yang diperoleh internet, teori atau pendapat para ahli. 

c) Bahan hukum Tersier  

Bahan hukum yang memberikan penjelasan serta Pemahaman lebih 

mendalam terhadap sumber hukum primer dan sekunder merupakan sumber 

lengkap yang berfungsi memperkuat analisis hukum pada penelitian, bahan 

hukum ini mencakup referensi seperti kamus hukum, ensiklopedia dan literatur 

ilmiah. 

4. Pendekatan Penelitian. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative 

juridical approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah, mengkaji, 

dan menganalisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM), khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. 
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Pendekatan yuridis normatif digunakan karena fokus penelitian ini 

terletak pada kajian terhadap asas, norma, dan sinkronisasi antar peraturan 

hukum dalam rangka melihat sejauh mana terjadi pertentangan norma dan 

disharmonisasi antara kedua regulasi tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti 

tidak hanya menelaah teks hukum secara dogmatis, tetapi juga menganalisis 

kesesuaian substansi antara peraturan yang lebih tinggi dan peraturan 

pelaksananya berdasarkan asas hierarki norma (lex superior derogat legi 

inferiori) serta asas kesesuaian sistem hukum nasional 

5. Teknik pengumpulan data. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kepustakaan (library research), yang dilakukan dengam pengumpulan 

dan menganalisa bahan hukum primeer, sekunder dan tersier. Serta literatur 

pendukung seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang releven 

digunakan dengan konsep harmonisasi hukum dan teori hukum berjenjang. 

6. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan 

pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah bahan-bahan hukum yang 

relevan, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Analisis 

dilakukan untuk memahami dan menginterpretasikan norma-norma hukum 

yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi 



17 
 

 
 

serta UMKM, guna menemukan adanya pertentangan norma dan 

disharmonisasi dalam pengaturannya. 

G. Sistematika Pembahasan 

Penulisan karya tulis ilmiah menuntut penyusunan sistematis, logis, 

terararah, serta memiliki keterikatan antara satu bagian dengan bagian lainnya. 

Berdasarkan hal tersebut, sistematika pembahasan dalam skripsi yang berjudul 

“Disharmonisasi hukum dalam pengaturan kriteria UMKM: analisis 

pertentangan norma antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan 

peraturan Nomor 7 Tahun 2021 sebagai berikut: 

BAB I, bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta 

sistematika pembahasan yang digunakan. Bab ini memberikan gambara umum 

mengenai alasan pemilihan topik penelitian,arah analisis yang akan ditempuh, 

serta pendekatan metodologis yang mendasari kajian terhadap peraturan 

perundan-undang terkaitan UMKM. 

BAB II, bab ini penulis akan menguraikan teori-teori yang digunakan 

sebagai dasar analisis, diantaranya Teori Hukum berjenjang (Stufenbautheorie) 

dan teori Siayasah Maliyah. Teori hukum berjenjang digunakan guna 

menjelaskan keterkaitan antara norma hukum dan sisitem peraturan 

Perundang-Undang, serta bagaimana hierarki hukum berperan dalam 

mencegah terjadinya pertentangan norma antar regulasi, Teori Siyasah 

Tasri’iyyah digunakan untuk menganalisis aspek keadilan dan keseimbangan 
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dalam pengaturan ekonomu khusus dalam konteks kebijakan pemrintah 

terhadap UMKM. 

BAB III, berisi tinjauan umum yang releven dengan permasalahan 

penelitian, antara lain pengaturan dan perkembangan kriteria UMKM di 

Indonesia sejak diberlakukan UU Nomor 20 Tahun 2008 hingga terbitnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, serta pembahasan mengenai 

bentuk-bentuk disharmonisasi atau pertentangan norma yang terjadi dalam 

kedua regulasi tersebut. Melalui tinjauan ini, penulis berupaya menulusi latar 

belakang dan substansi dari masing-masing regulasi sebagai dasar analisis 

disharmonisasi hukum dalam penelitian ini. 

BAB IV, meliputi data penelitian, serta analisis-analisis terhadap data-

data dan bahan hukum dengan permasalahan yang dikaji. Terhhadap bahan 

hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Analisis dilakukan 

dengan pendekatan yuridis-normatif, analisis tersebut diharapkan mempu 

memberikan gambaran yang komperenshif mengenai sejauh mana harmonisasi 

hukum antara kedus regulasi tersebut dapat terwujud. 

BAB V, bab ini berisi kesimpulan dari saran yang merupakan hasil 

akhir dari seluruh rangkaian analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun 

berdasarkan hasil temuan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dengan 

tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

disharmonisasi norma dalam pengaturan kriteria UMKM antara 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35. UU No. 20 Tahun 2008 menetapkan kriteria 

UMKM berdasarkan kekayaan bersih (aset) dan omzet, sedangkan PP No. 7 

Tahun 2021 menetapkan ukuran berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan 

tahunan. Ditinjau dari teori hukum berjenjang (stufenbautheorie), perbedaan 

indikator tersebut menunjukkan adanya potensi konflik norma secara vertikal 

karena PP sebagai peraturan pelaksana seharusnya bersifat delegatif. 

disharmonisasi tersebut menimbulkan dampak nyata bagi pelaku 

UMKM maupun pemerintah, terutama dalam bentuk kebingungan penentuan 

status usaha, ketidaktepatan sasaran kebijakan pemberdayaan, 

ketidakseragaman pelaksanaan program bantuan, serta berkurangnya kepastian 

hukum dalam akses pembiayaan, insentif, dan fasilitas negara. Dalam 

perspektif prinsip-prinsip tasyri’, pertentangan norma ini bertentangan dengan 

tujuan syariat. Regulasi yang tidak selaras berpotensi melahirkan kemudaratan 

karena menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan distribusi hak dan 

kewajiban bagi pelaku usaha, sehingga menghambat fungsi hukum sebagai 

instrumen perlindungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.  

 



78 
 

 
 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah selaku Pembentuk Undang-Undang  dan Peraturan Pemerintah . 

Pemerintah bersama dengan pembentuk Undang-Undang (UU) perlu 

melakukan evaluasi dan harmonisasi secara kompheransif terhadap pengaturan 

kriteria UMKM, khususnya antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Harmonisasi tersebut penting 

dilakukan agar tidak terjadi pertentangan norma serta untuk memastikan bahwa 

Peraturan Pemerintah tetap berada dalam koridor kewenangan delegatifnya 

sesuai dengan prinsip heararki peraturan Perundang-undnagan. 

2. Bagi Kementerian dan lembaga Teknis Terkait. 

Diperlukannya ketelitian dalam penyusunan regulasi dan jika ada 

kesalahan dalam sebuah regulasi berdampak tidak baik bagi masyarakat 

Indonesia. 

3.   Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Pelaku UMKM diharapkan lebih aktif dalam memhami regulasi yang 

mengatur kebijakan pemerintah. Partisipatsi aktif pelaku UMKM dalam 

proses sosialisasi dan konsultasi kebijakan sangat penting agar regulasi yang 

dibentuk benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi nyata lapangan. 

4.     Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya. 

Peneliti ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi peneliti 

lanjutan terkait harmonisasi peraturan Perundang-undangan dibidang 
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ekonomi, khusunya UMKM. Penelitian selnajutnya dapat mengembangkan 

kajian ini dengan pendekatan empiris untuk menilai dampak langsung 

disharmonisasi regulasi terhadap pelaku UMKM diberbagai daerah. 
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